GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 59 qAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 118 TAHUN 2016 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran

penatausahaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2017;

. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya

dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 143/P/2017 tentang Rincian, Lokasi,
dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang
Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran
2017 dan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor 142/P/2017 tentang Rincian, Lokasi, dan Target
Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada
Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017, sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 bahwa
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana
Alokasi Khusus dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2017;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 1 Seri E
Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor
118);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2016 Nomor 122);



MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 118
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2016 Nomor 118), diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri

atas :

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 11.967.160.406.000,00
b. Dana perimbangan Rp. 11.414.817.176.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah
yang sah Rp. 85.540.443.000,00
Jumlah Pendapatan Rp. 23.467.518.025.000,00
2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai Rp. 5.719.852.846.000,00
2) Belanja bunga Rp. 0,00
3) Belanja subsidi Rp. 0,00
4) Belanja hibah Rp. 4.959.608.817.000,00
5) Belanja bantuan sosial Rp. 248.562.000.000,00

6) Belanja bagi hasil kepada

Kabupaten/Kota Rp. 4.398.826.211.000,00



7) Belanja bantuan keuangan

Kepada Kabupaten/Kota
Dan Pemerintahan Desa Rp. 2.059.572.379.000,00
8) Belanja tidak terduga Rp. 20.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 17.406.422.253.000,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai Rp. 504.000.245.000,00

2) Belanja barang dan jasa Rp. 3.621.211.204.000,00

3) Belanja modal Rp 1831 884 323 00000
Jumlah belanja langsung Rp. 5.957.095.772.000,00
Jumlah Belanja Rp. 23.363.518.025.000,00
Surplus Rp. 104.000.000.000,00

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 200.000.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. 304.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto (Rp. 104.000.000.000,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan (SILPA) Rp. NIHIL

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga keseluruhan Lampiran I menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Lampiran II pada Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan
Kebudayaan (Kode Rekening 1.01) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Kode Rekening 1.01.01) diubah, sehingga keseluruhan Lampiran II
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Lampiran III Penerima Hibah Bidang Pendidikan Umum diubah
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Oktober 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAHPROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 57
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